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ABSTRAK

PENGARUH BELANJA DAERAH TERHADAP INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN/KOTA
SE-INDONESIA

Oleh:

Sunarni

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh realisasi belanja daerah
terhadap indeks pembangunan manusia Kabupaten/K ota di Indonesia dengan
PDRB atas dasar harga konstan sebagai variabel kontrol. Jenis penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan data
sekunder. Sampel penelitian adalah 212 Kabupaten/K ota untuk tahun 2010-2012.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi belanja daerah menurut fungsi
pendidikan, realisasi belanja daerah menurut fungsi kesehatan, realisasi belanja
daerah menurut fungsi ekonomi dan PDRB atas dasar harga konstan berpengaruh
positif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

Hasi| temuan juga menunjukkan bahwa konsep New Public Service (NPS) dapat
diaplikasikan dalam penelitian mengenai pengaruh belanja daerah terhadap indeks
pembangunan manusia.

Katakunci: belanjadaerah, indeks pembangunan manusia, new public service.



ABSTRACT

THE AFFECT OF GOVERNMENT EXPENDITURE TO INDONESIAN
LOCAL GOVERNMENT HUMAN DEVELOPMENT INDEX

By:

Sunarni

This research aims to analyze the affect of government expenditure to Indonesian
local government human development index with PDRB as control variable. The
research employes qualitative method by secunder data using 212 local
governments as sample for 2010-2012. The result shows that realization of local
government expenditure in education, health and economic function and PDRB
have positive affects significantly on human development index.

The findings also indicate that New Public Service (NPS) concept can be applied
in research on the affect of government expenditure to local government human
development index.

Keywords: government expenditure, human development index, new public
service.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara yang juga turut ingin berbenah berusaha menerapkan
paradigma New Public Management (NPM) yang sejalan dengan penerapan
otonomi daerah di Indonesia (Eva, 2016). Pada kisaran tahun 2000, NPM
mengalami perubahan menjadi New Public Service (NPS) yang dikenal dan
digunakan sampai dengan sekarang sebagai cara pandang baru dalam administrasi
negara yang mencoba menutupi (meng-cover) kelemahan-kel emahan paradigma

NPM.

Penerapan NPS dalam otonomi daerah diharapkan bisa menjadi titik awal
penyempurnaan perjalanan otonomi daerah dan untuk mengungkap permasalahan
mangjemen publik. Permasalahan manajemen publik dapat dicontohkan seperti
kurang meratanya kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari aspek pendidikan,
kesehatan dan belanja, sehingga perlu dikaji mengenai ukuran Indikator Kinerja

Utama (IKU). IKU dalam hal ini dapat dilihat melalui IPM.

BPS (2015) menyatakan bahwa dalam kurun waktu 2010 sampai dengan 2014,
beberapa wilayah mencatat perkembangan yang signifikan. Wilayah yang tercatat

memiliki perkembangan tercepat sebagian besar merupakan wilayah dengan



capaian IPM tidak begitu tinggi. Bahkan, beberapa wilayah merupakan daerah
dengan IPM rendah. Capaian IPM rendah bukan menjadi hambatan utuk
meningkatkan pembangunan manusia. Wilayah dengan capaian pembangunan
manusia yang masih rendah memiliki peluang untuk tumbuh lebih cepat
dibandingkan wilayah dengan capaian IPM yang sudah tinggi. Misalnya wilayah-
wilayah di Papua cenderung tumbuh lebih cepat dibanding wilayah-wilayah di

DKI Jakarta dengan capaian IPM yang sudah cukup tinggi.

BPS (2015) menyatakan bahwa hingga saat ini, tantangan pembangunan manusia
di Indonesia masih memerlukan perhatian serius dalam ha kesenjangan capaian
pembangunan manusia antar wilayah. Kesenjangan pembangunan manusia antar
Kabupaten/Kota di dalam Provinsi masih relatif tinggi, terutama kesenjangan di
Provinsi Papua. Kesenjangan pembangunan manusia antara K abupaten dengan
Kotajuga menjadi persoalan penting. Ketimpangan yang mencolok juga terjadi
antara wilayah bagian barat dan wilayah bagian timur. Kunci kebijakan untuk
meningkatkan kemajuan serta mengurangi kesenjangan pembangunan antar
wilayah harus berprinsip pada hakikat pembangunan manusia. Untuk itu, program
pembangunan daerah harus direncanakan dengan baik dalam rangka

meningkatkan pemerataan kualitas hidup manusia.

Dalam rangka mewujudkan daerah dengan kualitas manusianya yang tinggi,
pemerintah menggunakan APBD-nya utuk membiayai pembangunan di sektor-
sektor tersebut (Maryani, 2012). Secara spesifik, pemerintah daerah harus bisa

mengal okasikan belanja daerah melalui belanja pembangunan di sektor-sektor



pendukung untuk meningkatkan IPM misalnya yang tercermin padarealisasi

belanja daerah untuk bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Pemerintah mengal okasikan dana untuk peningkatan pelayanan dalam bentuk
alokas belanja daerah yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan kualitas
hidup masyarakatnya (Sarkoro dan Zulfikar, 2016). Johana (2011) menyatakan
bahwa bel anja pemerintah disektor pendidikan dan kesehatan akan dapat
memengaruhi kemiskinan jika belanja tersebut dilakukan dalam rangka

peningkatan kualitas pembangunan manusia.

Badrudin dan Khasanah (2011) menyatakan bahwa; 1) variabel belanja
pemerintah di provinsi DIY pada sektor pendidikan berpengaruh tidak signifikan
terhadap pembangunan manusiadi provinsi DIY baik dengan pengamatan waktu
menggunakan time lag 2 dan 3 tahun; 2) variabel belanja pemerintah di provinsi
DIY pada sektor kesehatan berpengaruh tidak signifikan terhadap pembangunan
manusiadi provinsi DIY baik dengan pengamatan waktu menggunakan time lag 2
dan 3 tahun; 3) variabel belanja pemerintah di provins DIY pada sektor
infrastruktur berpengaruh tidak signifikan terhadap pembangunan manusia baik

dengan pengamatan waktu menggunakan time lag 2 dan 3 tahun.

Maryani (2012) menyatakan bahwa belanja pemerintah sektor pendidikan, belanja
pemerintah sektor kesehatan dan jumlah penduduk miskin berpengaruh posistif
terhadap IPM. Meskipun berpengaruh positif belanja pemerintah sektor
pendidikan dan kesehatan masih berpengaruh kecil terhadap IPM, hal ini
menandakan bahwa belanja untuk sektor tersebut belum optimal baik dari

penggunaannya dan alokasinya.



Astri (2012) menguji pengaruh belanja pemerintah daerah pada sektor pendidikan
dan kesehatan terhadap IPM dengan hasil secara parsial variabel belanja
pemerintah daerah pada sektor pendidikan berpengaruh terhadap IPM. Sementara,
Sanggelorang dkk (2015) menunjukkan bahwa variabel belanja pemerintah di
bidang pendidikan berpengaruh positif, yaitu meningkat sebesar 0,870 dan secara
statistik signifikan terhadap |PM dan variabel belanja pemerintah di bidang
kesehatan berpengaruh negatif, yaitu sebesar -0,438 dan secara statistik tidak

berpengaruh terhadap IPM di Sulawesi Utara.

Berangkat dari fenomena kesenjangan pembangunan manusia yang terjadi di
wilayah Kabupaten/K ota di Indonesia serta mengacu pada amanat UU No. 14
Tahun 2015 tentang APBN Tahun 2016 bahwa belanja pemerintah pusat untuk
menjalankan fungsi pendidikan, kesehatan dan ekonomi, dimana persentase
anggarannya jugatelah diatur dalam UU tersebut, maka penelitian ini mencoba
untuk menganalisis pengaruh realisasi belanja daerah terhadap IPM Kabupaten/

Kotadi Indonesia.

Perbedaan-perbedaan hasil penelitian diatas penulis rasa perlu untuk dilakukan
pengujian kembali. Penelitian ini mengacu pada penelitian Badrudin dan
Khasanah (2011) yang menguji pengaruh pendapatan dan belanja daerah terhadap
pembangunan manusiadi Provins Daerah Istimewa Y ogyakarta. Adapun
perbedaan penelitian ini dengan penelitian Badrudin dan Khasanah (2011); 1) tidak
menguji pengaruh pendapatan daerah dan belanja infrastruktur terhadap indeks
pembangunan manusia, 2) tidak menguji pengaruh belanja daerah dengan

menggunakan time lag, 3) menggunakan data realisasi belanja daerah menurut



fungs pendidikan, fungsi kesehatan dan fungsi ekonomi, 4) menggunakan sampel
Kabupaten/Kota di Indonesia, serta 5) memasukkan PDRB atas dasar harga

konstan sebagai variabel kontrol.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka dirumuskan permasalahan sebagai

berikut:

1) Apakahrealisasi belanja daerah menurut fungsi pendidikan memengaruhi
Indeks Pembangunan Manusia?

2) Apakahrealisasi belanja daerah menurut fungs kesehatan memengaruhi
Indeks Pembangunan Manusia?

3) Apakahrealisasi belanja daerah menurut fungsi ekonomi memengaruhi

Indeks Pembangunan Manusia?

1.3 Tujuan Pendlitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang ada, maka pendlitian ini

bertujuan untuk:

1) Mengandlisis pengaruh realisasi belanja daerah menurut fungsi pendidikan
terhadap Indeks Pembangunan Manusia;

2) Menganalisis pengaruh realisasi belanja daerah menurut fungsi kesehatan
terhadap Indeks Pembangunan Manusia;

3) Menganalisis pengaruh realisasi belanja daerah menurut fungs ekonomi

terhadap Indeks Pembangunan Manusia.



1.4 Manfaat Pendlitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Sebagai bahan acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya dan diharapkan dapat
menambah wawasan kepada akademisi mengenai pengaruh realisasi belanja
daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Indonesia

tahun 2010-2012.
1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi pihak
Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia dalam memahami bagaimana redias

bel anja daerah memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia.

1.5 RuangLingkup Pendlitian

Daam penelitian ini, penulis membatasi pembahasan pada pengaruh realisasi
belanja daerah menurut fungsi pendidikan, kesehatan dan ekonomi terhadap |PM
Kabupaten/Kota di Indonesia pada tahun 2010-2012 dengan PDRB atas dasar

harga konstan sebagai variabel kontrol.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan
Daam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah,
perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang

lingkup penelitian dan sistematika penulisan.



BAB II: Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis
Bab ini akan memaparkan teori-teori yang menjadi landasan dalam
menjel askan fenomena belanja daerah dalam memengaruhi Indeks
Pembangunan Manusia. Dalam bab ini juga akan diuraikan
penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis dan kerangka
pemikiran penelitian.

BAB IlI: Metode Penelitian
Bab ini memaparkan mengenai desain penelitian, populasi dan
sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data,
pengukuran dan definisi operasional variabel, serta metode analisis
dan teknik analisis data penelitian ini.

BAB IV: Hasil dan Pembahasan
Bab ini memaparkan mengenai deskripsi data dan pengujian
hipotesis penelitian.

BAB V: Simpulan dan Saran
Bab ini memaparkan simpulan, keterbatasan penelitian serta

implikasi dan saran penelitian.



BAB 11
LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

21 Kajian Teoritis
2.1.1 TheNew Public Service (NPS)

Public servants do not deliver customer service; they deliver democracy; Para
birokrat tidak bekerja untuk melayani pelanggan, tetapi untuk mewujudkan
nilai-nilai demokrasi (Denhardt dan Denhardt, 2007). Frederickson (1997)
secara tegas menyatakan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh
pemerintah atau administrasi publik sepatutnya diorientasikan kepada warga
negara (citizens), warga negara dipandang tidak sekedar konsumen atau
pelanggan (customers). Pandangan warga negara sebagai pelanggan adalah
konsisten dengan interpretasi ekonomi pada kehidupan politik. Denhardt dan
Denhardt (2007) menyatakan “that government ultimately reflects the
accumulated self-interests of largely disconnected and utility maximizing

individuals”.

Denhardt dan Denhadrt (2007) telah menegaskan garis-garis besar pemikiran The
New Public Service sebagai berikut :

1. Servicecitizents, not customers : the public interest istheresult of a dialogue
about shared values rather than the aggregation of individual self-interest.



2. Seekthepublicintersest : public administrator contribute to building a
collective, shared notion of the publik interest.

3. Value citizenships over entrepeneuership : the public interest is better
advanced by public servants and citizent comitted to making meaningful
contributions to society than by entrepreneurship managers acting as if
public money their own.

4. Think strategically, act democratically : policies and programs meeting
public need can be must effectively and responsibility achieved through
collective efforts and collabor ative processes.

5. Recognize that accountability is not ssmple : public servant should be
attentive to more than the market ; they should also attend to statutory and
constitutional law, community values, political norms, professional
standards, and citizen interest.

6. Serverather than steer : it isincreasingly important for public servant to use
shared, values based leadership in helping citizents articulate and meet their
shared interest rather than attempting to control or steer society in new
direction.

7. Value people, not just productivity.

Denhardt dan Denhadrt (2007) menyatakan administrator publik berkewajiban
untuk berdia og bersama dengan masyarakat untuk dapat menyaring persoaan
publik dan isu-isu publik yang menjadi domain kerjanya, merespon dan
mengartikulasikannya hingga masuk ke kebijakan publik, karena warga negara

percaya dan punya keyakinan dengan kapasitasnya.

Reinventing government itu pada hakekatnya adalah upaya untuk
mentransformasikan jiwa dan kinerja wiraswasta (entrepreneurship) kedalam
birokras pemerintah (Thoha, 2008). Jiwa entrepreneurship itu menekankan pada
upaya untuk meningkatkan sumber daya baik ekonomi, sosial, budaya, politik
yang dipunyai oleh pemerintah dari yang tidak produktif bisa produktif, dari yang

berproduktivitas rendah menjadi berproduktivitas tinggi.

Gaspersz (2004) melakukan identifikasi terhadap stakeholders berkaitan dengan

mereka yang secara langsung maupun tidak langsung menggunakan jasa-jasa
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pelayanan publik, atau mereka yang secara langsung maupun tidak langsung
terkena dampak dari kebijakan-kebijakan organisasi publik. Stakehol der
merupakan setiap orang atau kelompok yang berkepentingan dengan tingkat
Kinerja atau kesesuaian dari suatu organisasi publik, program atau sub
programnya. Mereka mungkin saja menjadi penasehat atau pemberi rekomendasi
terhadap organisasi publik, karena mempunyai kepentingan dengan tingkat kinerja

atau kesesuaian dari organisasi publik.

Pilihan terhadap NPS dapat menjanjikan suatu perubahan realitas dan kondisi
birokrasi pemerintahan yang demokratis untuk meningkatkan suatu pelayann
publik. NPS berfokus pada mangjemen sektor publik yang berorientasi pada
kinerja, bukan pada kebijakan. Penggunaan NPS tersebut menimbulkan beberapa

konsekuensi bagi pemerintah untuk melakukan efisiensi belanja daerah.

2.1.2 BeanjaDaerah

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan K euangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, belanja daerah dimaknai sebagai
semua kewajiban daerah yang diakui sebaga pengurang nilai kekayaan bersih
dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Menurut Permendagri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan K euangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011
dinyatakan bahwa belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah yang

diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
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Menurut Halim dan Mujid (2009) belanja daerah merupakan belanja yang
dilakukan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan wewenang dan tanggung
jawab kepada masyarakat dan pemerintah diatasnya. Selain itu, menurut
Mardiasmo (2002) belanja daerah juga merupakan semua kewajiban daerah yang
diakui sebaga pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
yang bersangkutan. Belanja daerah yang teralokasi secara tepat ke pos-pos
belanja yang dibutuhkan oleh masyarakat akan mendorong pertumbuhan yang

posistif dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat (Zebua, 2014).

Menurut PP 71 Tahun 2010, belanja daerah diklasifikasikan menurut klasifikas
jenis, organisasi dan fungsi. Klasifikasi belanjafungs digunakan untuk tujuan
keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara. Selain itu tujuan
klasifikasi belanjafungsi adalah sebagai dasar untuk penyusunan anggaran
berbasi s kinerja serta untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dalam

menggunakan sumberdaya yang terbatas.

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006, klasifikasi belanja berdasarkan fungsi
terdiri atas: belanjafungsi pelayanan umum, fungsi ketertiban dan ketentraman,
fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum,
fungsi kesehatan, fungsi pariwisata dan budaya, fungsi pendidikan dan fungsi
perlindungan sosial. Sedangkan fungsi pertahanan dan agama bukan merupakan
urusan pemerintahan yang didesentralisasikan, dan pel aksanaannya dilakukan

oleh Pemerintah Pusat secara penuh.
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2.1.2.1 Belanja Daerah Menurut Fungsi Pendidikan

Baldacci et al. (2004) menyatakan “But a greater share of investment in human
capital should be channeled toward primary education” (bagian yang lebih besar
dari investas dalam modal manusia harus disalurkan menuju pendidikan).
Masal ah yang harus diperhatikan lebih lanjut oleh pemerintah adalah distribusi
pendidikan yang tidak merata. Di sisi lain hubungan investasi sumber daya
manusia (pendidikan) dengan pembangunan ekonomi merupakan dua mata rantai

yang saling berkaitan.

Pendidikan mempunyai pengaruh terhadap pembangunan ekonomi melalui
berkembangnya kesempatan untuk meningkatkan kesehatan, pengetahuan, dan
keterampilan, keahlian, serta wawasan mereka agar mampu lebih bekerja secara
produktif, baik secara perorangan maupun kelompok. Implikasinya, semakin
tinggi pendidikan, hidup manusia akan semakin berkualitas. Dalam kaitannya
dengan perekonomian secara umum, semakin tinggi kualitas hidup suatu bangsa,

semakin tinggi tingkat pertumbuhan dan kesejahteraan bangsa tersebut.

Investasi dalam hal pendidikan mutlak dibutuhkan, maka pemerintah harus dapat
membangun suatu sarana dan sistem pendidikan yang baik. Alokasi dan realisasi
anggaran belanja pemerintah terhadap pendidikan merupakan wujud nyata dari
investasi untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Belanja pada sektor
pembangunan dapat dial okasikan untuk menyediakan dan menyelenggarakan
pelayanan pendidikan kepada seluruh penduduk Indonesia secara merata. Ranis

dan Stewart (2005) menyatakan pendidikan yang luas akan meningkatkan
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distribusi pendapatan dari waktu ke waktu kepada masyarakat bepenghasilan

rendah untuk mencari peluang ekonomi.

2.1.2.2 Belanja Daerah Menurut Fungsi K esehatan

K esehatan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia, tanpa kesehatan
masyarakat tidak dapat menghasilkan suatu produktivitas bagi negara. Kegiatan
ekonomi suatu negara akan berjalan jika ada jaminan kesehatan bagi setiap
penduduknya. Belanja kesehatan dapat meningkatkan pembangunan manusia
melalui dua saluran : 1) pertumbuhan ekonomi, dan 2) mengurangi tingkat

kematian serta meningkatkan proses pembelgaran (Aviyati dan Susilo, 2016).

Pembahasan kesehatan tidak hanya mempersoalkan pelayanan kesehatan saja,
melainkan akan berkaitan dengan kesejahteraan seluruh masyarakat. Secara umum
sumber pembiayaan kesehatan berasal dari pemerintah, swasta, lembaga
kementrian dan pembiayaan kesehatan secara nasional berasal dari belanja rumah

tangga.

Mengingat besarnya pengaruh belanja pemerintah terhadap peningkatan kinerja
dari sektor kesehatan maka perlu adanya upaya secara bertahap dari pemerintah
untuk meningkatkan realisasi belanja pada sektor kesehatan. Masih rendahnya
kapasitas anggaran daerah untuk meningkatkan alokasi anggaran dalam sektor
kesehatan menimbulkan implikasi masih harus dominannya pemerintah pusat

sebagai sumber pembiayaan (Bastias, 2010).
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2.1.2.3Belanja Daerah Menurut Fungsi Ekonomi

Musgrave dan Musgrave (1980) menyatakan bahwa kebijakan anggaran (budget

policy) dapat memengaruhi perekonomian melalui tiga aspek utama yaitu:

1. Resources Transfer (perpindahan sumber daya). K ebijakan anggaran
pemerintah berupa perubahan belanja pemerintah dapat menyebabkan terjadi
pengalihan/transfer input dari perseorangan (individu/swasta) kepada
masyarakat (publik). Kenaikan anggaran pemerintah untuk menyediakan
barang/jasa publik akan meningkatkan penyerapan input yang ada dalam
perekonomian sehingga input yang dapat digunakan pihak swasta akan
menurun dan sebaliknya. Dengan kata lain kebijakan anggaran pemerintah
dapat mempengaruhi alokasi input dalam suatu perekonomian.

2. Incident (distribusi pendapatan). Perubahan alokasi input akibat perubahan
kebijakan belanja pemerintah dapat berpengaruh terhadap distribusi
pendapatan. Pada perekonomian yang sudah mencapai full employment jika
belanja pemerintah meningkat berarti transfer input dari swasta kepada
penggunaan untuk publik sehingga pendapatan riil swasta akan menurun. Di
sisi lain peningkatan belanja tersebut akan meningkatkan pendapatan
masyarakat (publik) sebagai balas jasadari peningkatan penggunaan input
untuk publik.

3. Output Effect (perubahan terhadap output). Menganalisis bagaimanafungsi
pajak untuk mengatur pendapatan keuangan sebagai dasar perubahan pajak.
Transfer sumber daya untuk digunakan masyarakat juga meningkat.

Perubahan kebijakan anggaran pemerintah dapat mempengaruhi tingkat
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output dalam suatu perekonomian (Product Domestic Bruto/PDB) maupun
penerimaan riil. Seperti diketahui perubahan belanja pemerintah
menyebabkan adanya perubahan alokasi input yang selanjutnya memengaruhi
output yang akan dihasilkan dalam perekonomian. Perubahan di dalam
distribus dikenal sebagai timbulnya anggaran berimbang. Anggaran
berimbang yaitu jumlah yang diambil pemerintah seluruhnya dikembalikan

lagi kepada masyarakat.

Belanjafungs ekonomi memegang peranan penting terutama dalam menyediakan
barang dan jasa publik, ketersediaan barang dan jasa publik ini akan menentukan
pengumpulan modal atau investasi masyarakat/swasta, sehingga akan mendorong
pembangunan manusia. Terjadinya pengumpulan modal atau investasi akan
mendorong sektor produksi meningkat dan pada akhirnya akan mendorong laju

pertumbuhan perekonomian.

2.1.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB merupakan cerminan potensi dan aktivitas perekonomian suatu daerah
yang dihitung berdasarkan total seluruh output produksi kotor dalam suatu
wilayah. Sebagaimana dimaksud dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Menurut Sukirno

(2000), PDRB merupakan seluruh nilai tambah yang timbul dari berbagai kegiatan
ekonomi di suatu wilayah, tanpa memerhatikan pemilikan atas faktor produksinya,

apakah milik penduduk wilayah tersebut ataukah milik penduduk wilayah lain.
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2.1.4 IndeksPembangunan Manusia

Menurut UU No. 33 Tahun 2004, IPM merupakan variabel yang mencerminkan
tingkat pencapaian kesgjahteraan penduduk atas layanan dasar bidang pendidikan,
kesehatan dan kesgjahteraan masyarakat. |PM dibentuk berdasarkan empat
indikator yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-ratalama sekolah

dan kemapuan daya beli. (Marhaeni dkk, 2008).

BPS (2015) menyatakan bahwa Indonesia mulai mengaplikasikan perhitungan
IPM dengan metode baru tahun 2014. Sejak saat itu Indonesia telah meninggalkan
perhitungan IPM dengan metode yang lama. Perhitungan IPM dengan metode
baru ini memberikan potret pembangunan manusia yang lebih utuh. Pembangunan
manusia Indonesia terus mengalami kemajuan dari tahun ke tahun. Selama
periode 2010-2014, IPM Indonesia telah meningkat 2,37 poin yaitu dari 66,53
menjadi 68,90. Dalam kurun waktu itu, IPM Indonesia tumbuh 0,89 persen per

tahun.

Perubahan mendasar dalam perhitungan IPM dengan metode baru mencakup
penggunaan indikator harapan lama sekolah (HLS) menggantikan indikator angka
melek huruf (AMH) dalam perhitungan indeks pendidikan dan penggunaan
indikator pendapatan nasiona bruto (PNB) per kapita menggantikan produk
domestik bruto (PDB) per kapita dalam perhitungan indeks standar hidup.
Agregasi indeks juga mengalami perubahan. Semula, agregasi indeks
menggunakan rata-rata hitung. Pada IPM dengan metode baru, perhitungan indeks

menggunakan rata-rata geometrik. Beberapa perubahan tersebut menjadikan |PM
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dengan metode baru memiliki sgjumlah keunggulan dibanding IPM yang dihitung

dengan metode lama (BPS, 2015).

Penggunaan HL'S dalam perhitungan indeks pendidikan, misalnya, menjadikan
IPM dengan metode baru mampu memotret gambaran yang lebih relevan dalam
pendidikan dan perubahan yang terjadi dibanding IPM dengan metode lama.
Agregasi indeks dengan menggunakan rata-rata geometrik juga menjadikan
capaian yang rendah pada salah satu komponen indeks tidak dapat ditutupi oleh
komponen indeks lain yang capaiannya lebih tinggi. Indikator angka harapan
hidup mempresentasikan dimensi umur panjang dan sehat. Selanjutnya angka
melek huruf yang diganti dengan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah
mencerminkan output dari dimensi pengetahuan. Adapun indikator kemampuan

daya beli digunakan untuk mengukur dimensi hidup layak.

Menurut UNDP (1990), pembangunan manusia merupakan suatu proses untuk
memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia (a process of an larging people’s
choices), dari definisi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa fokus pembanguan
suatu negara adalah penduduk, karena penduduk adal ah kekayaan nyata suatu
negara. Konsep atau definisi pembanguan manusia tersebut pada dasarnya
mencakup dimensi pembangunan yang sangat luas. Dalam konsep pembangunan
manusia, pembangunan seharusnya dianalisis serta dipahami dari sudut
manusianya, bukan hanyadari pertumbuhan ekonominya. Sebagaimana UNDP
(1990) menyatakan sejumlah premis penting dalam pembangunan manusia

diantaranya:
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1. Pembangunan harus megutamakan penduduk sebagai pusat perhatian.

2. Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi
penduduk, tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka, oleh karena
itu konsep pembangunan manusia harus terpusat pada penduduk secara
keseleruhan, dan bukan hanya pada aspek ekonomi sagja.

3. Pertumbuhan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya
meningkatkan kemampuan (kapasitas) manusia tetapi juga pada upaya-upaya
memanfaatkan kemampuan manusia tersebut secara optimal.

4. Pembangunan manusia didukung empat pilar pokok yaitu: produktivitas,
pemerataan, kesinambungan dan pemberdayaan.

5. Pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan

dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya.

Sumiyati (2011) menyatakan jika status pembangunan manusia masih berada pada
kriteriarendah, hal ini berarti kinerja pembangunan manusia harus ditingkatkan
atau masih memerlukan perhatian khusus untuk mengejar ketertinggal annya.
Begitu pulajika status pembangunan manusia berada pada kriteria menengah,
berarti masih perlu ditingkatkan atau dioptimalkan serta perlu dipertahankan agar
kualitas sumber daya manusia tersebut produktif sehingga memiliki produktivitas

yang tinggi dan kesgjahteraan rakyatpun dapat tercapai.
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2.2  Penditian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis
2.2.1 Pendlitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya tentang pengaruh belanja daerah terhadap Indeks

Pembangunan Manusia disgjikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1. Pendlitian Terdahulu

No Peneliti Judul Penelitian Hasil Pendlitian

1. | JongWhalee | Economic Growth and Human Economic growth and human
(1992) Development in the Republic of devel opment have been closely

Korea 1945-1992 related and interacted with each
other throughout periods of high
economic growth.

2. | S. Andrew Public Spending and Outcomes: Public health spending lowers child
Rajkumar dan | Does Governance matter? mortality rates morein countries
Vinaya with good governance. Smilarly,
Swaroop public spending on primary
(2008) education becomes mor e effective

in increasing primary education
attainment in countries with good
governance.

3. Rudy Pengaruh Pendapatan dan Belanja | Belanja pemerintah sektor
Badrudindan | Daerah Terhadap Pembangunan pendidikan, kesehatan, infrastruktur
Mufidhatul Manusiadi Provinsi Daerah berpengaruh tidak signifikan
Khasanah Istimewa Y ogyakarta terhadap pembangunan manusia
(2011) dengan time lag 2 dan 3 tahun

4, Lilis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, | DAU, DAK, PAD dan Belanja
Setyowati dan | DAU, DAK, PAD terhadap Modal berpengaruh positif terhadap
Y ohanaKus Indeks Pembangunan Manusia IPM, Pertumbuhan Ekonomi tidak
Suparwati dengan Pengalokasian Anggaran | berpengaruh positif.

(2012) BelanjaModal sebagai Variabel
I ntervening.

5. Tri Maryani Analisis Indeks Pembangunan Belanja bidang pendidikan, belanja

(2012) Manusiadi Provinsi Jawa Tengah | pemerintah bidang kesehatan dan
jumlah penduduk miskin
berpengaruh positif terhadap 1PM.
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No Peneliti Judul Pendlitian Hasil Pendlitian

6. Deni Sulistio | Pengaruh Kemiskinan, IPM mengalami peningkatan
Mirza (2012) | Pertumbuhan Ekonomi, dan mampu mencapai target IPM yang

Belanja Modal Terhadap Indeks telah ditetapkan pemerintah.

Pembangunan Manusia di Jawa Sedangkan kemiskinan berpengaruh

Tengah Tahun 2006-2009. negatif dan signifikan terhadap
IPM, dan Belanja Modal
berpengaruh positif dan signifikan
terhadap IPM

7. Desy Suryati Pengaruh Belanja Daerah Semua belanja derah berdasarkan
(2015) Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi | klasifikasi ekonomi memberikan

Terhadap Pengentasan pengaruh terhadap penurunan

Kemiskinan dan Indeks angka kemiskinan sedangkan

Pembangunan Manusia di belanja pegawai berpengaruh

Kabupaten/ Kota Provinsi Nusa negatif dan tidak signifikan, belanja

Tenggara Barat Tahun 2007-2012 | barang dan jasa berpengaruh positif
dan signifikan dan belanja modal
berpengaruh positif tapi tidak
signifikan.

8. SeptianaM.M | Pengaruh Pengeluaran Pemerintah | Variabel belanja pemerintah di
Sangelorang, | di Sektor Pendidikan dan bidang pendidikan berpengaruh
Vikie A. Kesehatan Terhadap Indeks positif dan variabel belanja
Rumate dan Pembangunan Manusia di pemerintah di bidang kesehatan
Hanly F.DJ. Sulawes Utara berpengaruh negatif.

Siwu (2015)

9. Anugrah Analisis Pengaruh Belanja Belanja Daerah, BelanjaModal,
Priambodo Pemerintah Daerah terhadap Belanja Pegawai dan Pertumbuhan
(2015) Indeks Pembangunan Manusia Ekonomi Berpengaruh positif dan

signifikan terhadap 1PM

10. | Syivai Aviyati | Analisis Pengaruh Belanja Belanja pemerintah bidang
dan Susilo Pemerintah Terhadap Indeks pendidikan dan kesehatan selama
(2016) Pembangunan Manusia di Jawa periode 2007-2012 telah

Timur

menunjukkan pengaruh positif dan
signifikan terhadap 1PM sedangkan
belanja pemerintah bidang
infrastruktur menunjukkan
pengaruh positif namun tidak
signifikan, pertumbuhan penduduk
sebagai variabel kontrol
menunjukkan pengaruh positif
namun tidak signifikan.

Sumber: Data diolah (2016)
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2.2.2 Pengembangan Hipotesis

Musgrave dan Musgrave (1980) berpendapat bahwa dalam suatu proses
pembangunan, investasi swasta dalam presentase terhadap PDB semakin besar
maka presentase investasi pemerintah terhadap PDB akan semakin kecil. Aktivitas
pemerintah dalam pembangunan ekonomi beralih dari penyediaan prasarana ke
belanja-belanja untuk aktivitas sosial seperti program kesgjahteraan hari tua,
program pendidikan, program pelayanan kesehatan masyarakat dan sebagainya

(Dumairy, 1997).

Sebagal negara yang sedang berkembang, Indonesia sedang mengalami tahap
perkembangan menengah, dimana pemerintah harus menyediakan |ebih banyak
sarana publik seperti kesehatan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi.
Pendidikan dan kesehatan penduduk sangat menentukan kemampuan untuk
menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baik dalam
kaitannya dengan teknologi hingga kelembagaan yang penting bagi pertumbuhan
ekonomi. Dengan pendidikan yang baik, pemanfaatan teknologi ataupun inovasi
teknologi menjadi mungkin untuk terjadi. Hal ini karena pendidikan pada
dasarnya adalah bentuk dari tabungan, menyebabkan akumulasi modal manusia
dan pertumbuhan output agregat jika modal manusia merupakan input dalam

fungsi produksi agregat.

Investasi publik di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi akan memberikan
kesempatan yang lebih merata kepada masyarakat sehingga sumber daya manusia

handal yang sehat dan mempunyai daya beli yang baik menjadi semakin
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bertambah. Meningkatnya pendidikan dan kesehatan akan mendorong
peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan produktivitas tenaga
kerja, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Kondisi
ini akan memajukan perekonomian masyarakat dengan bertambahnya kesempatan

kerja serta berkurangnya kemiskinan.

APBD merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah daerah yang
didalamnya selain mencakup sumber-sumber pendapatan daerah tetapi juga
berbagai belanja pemerintah termasuk belanja bidang pendidikan, bidang
kesehatan dan bidang ekonomi. Belanja pemerintah diprioritaskan untuk
melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya
memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan
pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas
sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan jaminan sosial
dengan mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolak ukur
kinerja dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

Semakin besar jumlah belanja pemerintah untuk bidang pendidikan, kesehatan
dan ekonomi maka semakin besar pula dana pembangunan serta semakin baik
pula kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik termasuk bidang pendidikan
dan kesehatan yang ada. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, total
penerimaan daerah yang didapatkan dari pengelolaan sumber daya dan juga

bantuan dari pemerintah, diharapkan akan mendorong peningkatan alokasi dana
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untuk menyejahterakan masyarakat. Pengal okasian dana bel anja pemerintah untuk
kesgjahteraan, diharapkan lebih besar untuk kemajuan daerah dan mencerdaskan

kehidupan bangsa.

Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa dalam era otonomi, pemerintah daerah
harus semakin mendekatkan diri pada berbagal pelayanan dasar masyarakat.
Disisi lain, Ralkumar dan Swaroop (2008) menyatakan penelitian-penelitian
diberbagai negara maju dan berkembang telah menunjukkan bahwa alokasi
belanja pemerintah yang efisien dan memadai untuk pendidikan dan kesehatan
dapat meningkatkan pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi serta
mengurangi beban kemiskinan. Berbagal pemaparan ini menunjukkan bahwa
realisasi belanja daerah akan memberikan dampak yang sangat berarti bagi
peningkatan kesegjahteraan masyarakat dan kualitas pembangunan manusia yang

tercermin dari meningkatnya IPM.

2.2.2.1 Pengaruh Belanja Daerah Menurut Fungs Pendidikan terhadap
Indeks Pembangunan Manusia

Penelitian Maryani (2012) menunjukkan bahwa belanja pemerintah bidang
pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah berpengaruh positif dan
signifikan terhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2009. Astri (2012)
dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa tingkat belanja pemerintah daerah

pada sektor pendidikan memiliki pengaruh secara signifikan terhadap 1PM.

Mauriza dkk (2013) dalam penelitiannya mendapatkan hasil bahwa belanja
pemerintah bidang pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 1PM.

Sanggelorang dkk (2015) menunjukkan bahwa variabel belanja pemerintah di
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bidang pendidikan berpengaruh positif, yaitu meningkat sebesar 0,870 dan secara
statistik signifikan terhadap IPM di Sulawes Utara. Penelitian Aviyati dan Susilo
(2016) menyimpulkan bahwa bel anja pemerintah bidang pendidikan selama

periode 2007-2012 menujukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap |PM.

Pendidikan merupakan komponen pembentuk IPM yang diukur berdasarkan rata-
rata lama sekolah (BPS, 2015). Pendidikan merupakan moda manusia untuk
mendapat penghidupan yang layak dan memiliki SDM yang bisa mengikuiti
perkembangan dunia. Dengan pendidikan yang dimiliki oleh masyarakaat, akan
mendorong tumbuhnya kesejahteraan suatu daerah sehingga dalam hal ini
pemerintah mengal okasikan belanja daerah menurut fungsi pendidikan. Alokasi
bel anja daerah menurut fungsi pendidikan tersebut direalisasikan sesuai dengan
program-program yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah. Misalnya
digunakan untuk membiayai penelitian siswa maupun pendidik, belanja untuk
pengadaan buku penunjang kegiatan belgjar mengajar siswa dan belanja untuk
operasiona siswa maupun pendidik untuk mengikuti pelatihan. Adapun yang
paling penting adalah bahwarealisasi belanjafungsi pendidikan tersebut bisa

benar-benar terealisas sesuai dengan tujuan dan fungsinya.

Redlisasi belanja daerah menurut fungsi pendidikan yang mampu meningkatkan
IPM tentunya akan meningkatkan taraf hidup masyarakat dan pembangunan. Hal
ini terkait dengan pemikiran bahwarealisasi belanjafungsi pendidikan dapat

dirasakan dampaknya terhadap IPM pada tahun yang sama.
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Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis penelitian sebagai
berikut:

H,: Realisas belanja daerah menurut fungsi pendidikan berpengaruh positif dan
signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

2.2.2.2 Pengaruh Belanja Daerah Menurut Fungsi Kesehatan terhadap
Indeks Pembangnunan Manusia

Penelitian Maryani (2012) menunjukkan bahwa belanja pemerintah bidang
kesehatan Kabupaten/ Kota di provinsi Jawa Tengah berpengaruh positif dan
signifikan. Mauriza dkk (2013) dalam penelitiannya mendapatkan hasil bahwa
belanja pemerintah bidang kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap
IPM. Aviyati dan Susilo (2016) menyimpulkan bahwa belanja pemerintah bidang
kesehatan selama periode 2007-2012 juga menujukkan pengaruh positif dan

signifikan terhadap IPM.

Realisasi belanja daerah menurut fungsi kesehatan mampu meningkatkan |PM
yang tentunya akan meningkatkan taraf hidup masyarakat dan pembangunan. Hal
ini terkait dengan pemikiran bahwarealisasi belanjafungs kesehatan dapat

dirasakan dampaknya terhadap IPM pada tahun yang sama.

K esehatan juga merupakan komponen pembentuk IPM yang diukur dengan
indeks harapan hidup ketika lahir. Sehingga apabila angka harapan hidup suatu
daerah meningkat setiap tahunnya maka daerah tersebut tergolong daerah yang
mempunyai tingkat kesehatan yang baik selain dilihat juga dari sisi pelayanan
kesehatan serta fasilitas penunjang kesehatannya. Dalam rangka untuk

meningkatkan kesehatan masyarakat maka pemerintah mengal okasikan dan
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merealisasikan belanja daerah menurut fungsi kesehatan sesuai dengan kebutuhan

dan aturan yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis penelitian sebagai
berikut:
H,: Realisasi belanja daerah menurut fungsi kesehatan berpengaruh positif dan

signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

2.2.2.3 Pengaruh Belanja Daerah Menurut Fungsi Ekonomi terhadap Indeks
Pembangunan Manusia

Menurut dan Musgrave (1980) mengemukakan bahwa kebijakan anggaran
(budget policy) dapat mempengaruhi perekonomian melalui tiga aspek utama
yaitu resour ces transfer (perpindahan sumber daya), incident (distribusi
pendapatan) dan output effect (pemisahan terhadap output). Dengan kata lain
kebijakan anggaran pemerintah dapat memengaruhi alokasi input dalam suatu

perekonomian.

Salah satu komponen pembentuk 1PM adalah standar hidup layak. Standar hidup
layak menggambarkan kesejahteraan yang dinikmati oleh masyarakat sebagai
dampak dari membaiknya ekonomi. Readlisasi belanja daerah menurut fungsi

ekonomi dirasakan perlu dalam rangka meningkatkan standar hidup layak.

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis penelitian sebagai
berikut:
Hs: Realisas belanja daerah menurut fungsi ekonomi berpengaruh positif dan

signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.



2.3 Kerangka Pendlitian
Model yang dapat dikembangkan berdasar teori dan pengembangan hipotesis

penelitian adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1. Kerangka Penelitian

Redlisas Belanja Daerah
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31 Desain Pendlitian

Penelitian ini adalah penelitian pengujian hipotesis (hypothesis testing) yang
bertujuan untuk menguiji hipotesis yang digjukan oleh peneliti mengenai pengaruh
realisasi belanja daerah yang diukur dengan realisasi belanja menurut fungsi
pendidikan, realisasi belanja menurut fungsi kesehatan dan realisasi belanja
menurut fungsi ekonomi serta menambahkan variabel kontrol PDRB atas dasar

harga konstan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

3.2  Populas dan Sampel

Populas dalam penelitian ini adalah Kabupaten/ Kota se-Indonesia. Adapun
sampel penelitian ini adalah 212 Kabupaten/Kota, dengan kriteria pengambilan
sampel sebagai berikut:

1. Kabupaten/Kota menyampaikan datarealisass APBD dan dipublikasikan pada
website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan
secara berturut-turut pada tahun 2010-2012.

2. Memiliki data IPM dan data PDRB atas dasar harga konstan secara lengkap
dan konsisten selama tahun 2010-2012 serta dipublikasikan pada website

www.bps.go.id
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33 Jenisdan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data
tersebut beruparealisas belanjafungs pendidikan, realisasi belanjafungsi
kesehatan dan realisasi belanjafungsi ekonomi tahun 2010-2012 yang penulis
dapatkan melalui website Dirjen Perimbangan K euangan yaitu
http://mwww.djpk.go.id. Sedangkan data IPM tahun 2010-2012 serta data PDRB
atas dasar harga konstan tahun 2010-2012 penulis peroleh dari website Badan

Pusat Statistik yaitu http://www.bps.go.id.

34  Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpul an data dilakukan dengan cara:

1. Studi dokumentasi yang dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder,
mencatat dan mengolah data yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Studi pustaka yaitu pengambilan data sebagai landasan teori serta penelitian
terdahulu yang diperoleh dari dokumen, buku, artikel serta sumber tertulis

lainnya yang terkait dengan topik penelitian.

3.5 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.5.3 Variabel Dependen

Dalam penelitian ini IPM digunakan sebagai variabel dependen. Menurut
Sanggelorang dkk (2015), IPM merupakan suatu indeks komposit yang mencakup
tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar yang dilihat

dari kualitas fisik dan non fisik penduduk. Adapun tiga indikator tersebut adalah
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indikator pendidikan, indikator kesehatan dan indikator ekonomi. Dalam

mengukur IPM (BPS, 2015) merumuskan:

— 3
IPM = \/[Kesehatan X Ipendidikan X I pengetuaran

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah IPM Kabupaten/Kota di Indonesia
berdasarkan metode baru (BPS, 2015), dengan tingkatan dan capaian IPM sebagai
berikut:

1) Kelompok sangat tinggi: IPM > 80

2) Kelompok tinggi: 70 < IPM < 80

3) Kelompok sedang: 60 < IPM < 70

4) Kelompok rendah: IPM < 60
3.5.3 Variabe Independen
3.5.2.1 Realisas Belanja Daerah Menurut Fungs Pendidikan (BFPD)

Belanja daerah menurut fungsi pendidikan merupakan bagian dari belanja daerah
yang diklasifikasikan menurut fungsinya dengan tujuan untuk meningkatkan
output dari bidang pendidikan. Meningkatnya anggaran pendidikan serta
pengelolaan yang efektif dan tepat sasaran maka realisasi belanjafungsi
pendidikan tentunya akan meningkat, bahkan berdampak pada semakin tingginya
tingkat pendidikan masyarakat. Dengan tingkat pendidikan tinggi yang diperoleh
masyarakat diharapkan akan meningkatkan IPM Kabupaten/K ota di Indonesia.
Belanja pendidikan ini diukur dengan menggunakan realisass APBD menurut

fungsi pendidikan dalam satuan rupiah yang dilakukan logaritma natural .
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3.5.2.2 Realisas Belanja Daerah Menurut Fungsi Kesehatan (BFKS)

Belanja daerah menurut fungsi kesehatan merupakan bagian dari belanja daerah
yang diklasifikasikan menurut fungsinya dengan tujuan untuk meningkatkan
output dari bidang kesehatan, yang tercermin padarealisasi APBD untuk bidang
kesehatan yang diharapkan mampu untuk meningkatkan IPM Kabupaten/K ota di
Indonesia. Belanja kesehatan ini diukur dengan menggunakan realisasi APBD

menurut fungsi kesehatan dalam satuan rupiah yang dilakukan logaritma natural .

3.5.2.3 Realisas Belanja Daerah Menurut Fungsi Ekonomi (BFEK)

Belanja daerah menurut fungsi ekonomi memegang peranan penting terutama
dalam menyediakan barang dan jasa publik, ketersediaan barang dan jasa publik
ini akan menentukan pengumpulan modal atau investasi masyarakat/swasta,
sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan meningkatnya realisasi
APBD di sektor ekonomi diharapkan dapat meningkatkan IPM. Karena dalam
komponen IPM faktor ekonomi juga berperan meningkatkan IPM yang dilihat
dari standar hidup layak. Dalam cakupan luas standar hidup layak
menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai
dampak semakin membaiknya ekonomi. Belanja ekonomi ini diukur dengan
menggunakan realisasi APBD menurut fungsi ekonomi dalam satuan rupiah yang

dilakukan logaritma natural.
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3.5.3 Variabd Kontrol

Variabel kontrol pada penelitian ini adalah PDRB atas dasar harga konstan.
Penggunaan PDRB ini merujuk dari penelitian Ng’habi (2012) yang mengkaji dari
UNDP, yang menyatakan bahwa PDRB dan perkembangan manusia berhubungan
erat dimana pembangunan manusia merupakan input dari pertumbuhan ekonomi
namun pada gilirannya pertumbuhan ekonomi akan mengaktifkan pengembangan

manusia.

PDRB merupakan suatu indikator yang menggambarkan kemampuan suatu daerah
dalam menghasilkan pendapatan atau bal as jasa suatu faktor produksi suatu
daerah. PDRB ini terdiri dari PDRB Riil dan PDRB Nominal. Dalam penelitian
ini digunakan nilai PDRB Riil yang nilainya diukur atas dasar harga konstan

tahun 2010.

3.6 Metode Analisisdan Teknik Analisis Data

Sesual dengan tujuan penelitian ini, yaitu menganalisis pengaruh belanja daerah
terhadap IPM Kabupaten/Kota di Indonesiatahun 2010-2012, maka metode
analisis yang digunakan adalah model analisis regresi data panel dengan bantuan
software Eviews 8 dan untuk mengetahui tingkat signifikansi dari masing-masing
koefisian regresi variabel independen terhadap variabel dependen maka digunakan

uji statistik dengan langkah-langkah:
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3.6.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif terdiri dari perhitungan nilai mean, median, standar deviasi,
maksimum dan minimum dari masing-masing data sampel (Ghozali dan Ratmono,
2013). Analisis ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai

distribusi dan perilaku data sampel tersebut . Analisisini akan memberikan
penjelasan mengenai variabel-variabel dalam penelitian yaitu belanja daerah yang
dalam hal ini adalah realisasi belanja menurut fungsi pendidikan, realisasi belanja
menurut fungsi kesehatan dan realisasi belanja menurut fungsi ekonomi terhadap

IPM Kabupaten/Kotadi Indonesia.

3.6.2 Teknik Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan data panel. Data panel
adal ah gabungan antara data time series dan cross-section. Data panel sering
disebut juga pooled data (pooling time series dan cross-section), micropanel data,
longitudinal data, event history analysis, dan cohort analysis. Semuaistilah ini
mempunyai makna pergerakan sepanjang waktu dari unit cross-sectional. Secara
sederhana, data panel dapat didefinisikan sebagai sebuah kumpulan data (data set)
dimana perilaku unit cross-secsional (misalnyaindividu, perusahaan, negara)

diamati sepanjang waktu (Ghozali dan Ratmono, 2013).

Menurut Wibisono (2005) dalam Ajija dkk (2011), keunggulan regresi data panel
antaralain: Pertama, data panel mampu memperhitungkan heterogenitas individu
secara eksplisit dengan mengizinkan variabel spesifik individu; kedua,

kemampuan mengontrol heterogenitasindividu ini selanjutnya menjadikan data



panel dapat digunakan untuk menguji dan membangun model perilaku yang lebih
kompleks; ketiga, data panel mendasarkan diri pada observas cross-section yang
berulang-ulang (time series), sehingga metode data panel cocok digunakan
sebagai study of dynamic adjustment; keempat, tingginya jumlah observasi
memiliki implikasi pada data yang lebih informatif, lebih variatif dan kolinieritas
antar variabel yang semakin berkurang dan peningkatan dergjat bebas atau dergjat
kebebasan (degrees of freedom), sehingga dapat diperoleh hasil estimasi yang
lebih efisien; kelima, data panel dapat digunakan untuk mempelgjari model-model
perilaku yang kompleks; keenam, data panel dapat meminimalkan bias yang

mungkin ditimbulkan oleh agregasi data individu.

Menurut Widarjono (2013), untuk mengestimasi parameter model dengan data

panel terdapat tigateknik (model) yang sering ditawarkan, yaitu:

1. Model Common Effect
Teknik ini merupakan teknik yang paling sederhana untuk mengestimasi
parameter model data panel, yaitu dengan mengkombinasikan data cross
section dan time series sebagal satu kesatuan tanpa melihat adanya perbedaan
waktu dan entitas (individu). Model Common Effect mengabaikan adanya
perbedaan dimens individu maupun waktu atau dengan kata lain perilaku
data antar individu sama dalam berbagai kurun waktu.

2. Model Fixed Effect
Pendekatan model Fixed Effect mengasumsikan bahwa intersep dari setiap

individu adal ah berbeda sedangkan slope antar individu adalah tetap (sama).
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3. Model Random Effect
M etode Random Effect adalah metode yang akan mengestimasi data panel
dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan
antar individu. Tehnik yang digunakan dalam Metode Random Effect adalah
dengan menambahkan variabel gangguan (error terms) yang mungkin sgja

akan muncul pada hubungan antar waktu dan atar entitas.

Pengujian estimasi ketiga model regresi data panel dilakukan dengan Uji Chow
dan Uji Hausman yang ditujukan untuk menentukan apakah model data panel
dapat diregresi dengan metode Common Effect, metode Fixed Effect atau metode
Random Effect (Widarjono, 2013). Uji Chow digunakan untuk menentukan
apakah model data panel diregresi dengan metode Common Effect atau dengan
metode Fixed Effect, apabiladari hasil uji tersebut ditentukan bahwa metode
Common Effect yang digunakan, makatidak perlu diuji kembali dengan Uji
Hausman, namun apabila dari hasil Uji Chow tersebut ditentukan bahwa metode
Fixed Effect yang digunakan, maka harus ada uji lanjutan dengan Uji Hausman
untuk memilih antaramodel Fixed Effect atau model Random Effect yang akan
digunakan untuk mengestimasi regresi data panel. Pengujian yang dilakukan
menggunakan Chow-test atau Likelihood ratio test, dengan asumsi yaitu: HO:
model mengikuti Common Effect dan H1: model mengikuti Fixed Effect.
Pengujian yang dilakukan dengan menggunakan Hausman test dengan asumsi
yaitu: HO: model mengikuti Random Effect dan H1: model mengikuti Fixed

Effect.
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Daam penelitian ini variabel independen adalah realisasi belanja menurut fungsi
pendidikan, realisasi belanja menurut fungsi kesehatan dan realisasi belanja
menurut fungsi ekonomi, sedangkan variabel dependen adalah IPM. Penelitian ini
menduga bahwa IPM dipengaruhi oleh realisasi belanja menurut fungsi
pendidikan, realisasi belanja menurut fungsi kesehatan dan realisasi belanja
menurut fungsi ekonomi. Namun demikian ada faktor lain yang tidak diketahui

yang memengaruhi IPM.

Adapun model statistika dari regresi data panel penelitian ini adalah sebagai

berikut:

IPMir1 = Bo + B1BFPD: + B2BFKS; + B3sBFEK; + B4PDRB; + €

Keterangan:

IPMu1 = Indek Pembangunan Manusia pada tahun t+1

BFPD: = Redisasi Belanja Daerah Menurut Fungsi Pendidikan padatahun t
BFKS; = Redlisas Belanja Daerah Menurut Fungsi Kesehatan pada tahun t
BFEK; = Redisas Belanja Daerah Menurut Fungsi Ekonomi padatahun t
PDRB; = PDRB atas dasar harga konstan padatahun t

Bo = Konstanta
B1 B2B3 B4 = Koefisien variabel independen
€ = Error term

Pengujian ini dilakukan dengan alat bantu program Eviews 8. Kriteria

pengujiannya adalah sebagai berikut:

1. HO diterimadan Haditolak apabila p value > 0,05 atau bilanilai signifikansi
lebih dari alpha 0,05 yang berarti model regresi dalam penelitian ini tidak

layak (fit) untuk digunakan dalam penelitian.
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2. HOditolak dan Ha diterima apabila p value < 0,05 atau bilanilai signifikans
kurang dari nilai alpha 0,05 yang berarti model regresi dalam penelitian layak

(fit) untuk digunakan dalam penelitian.
3.6.3 Analisis K oefisien Determinasi (R?)

Anaisisini dilakukan untuk mengetahui besarnya proporsi sumbangan pengaruh
dari variabel independen yaitu realisasi belanja menurut fungsi pendidikan,
realisasi belanja menurut fungsi kesehatan dan realisasi belanja menurut fungsi
ekonomi terhadap IPM. Semakin besar R* maka menunjukkan semakin kuat

pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat.



BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan pengolahan data, hasil analisis dan pembahasan baik secara statistik

maupun pembahasan komprehensif berdasarkan fakta empiris, kajian teori

maupun peraturan terkait, dapat ditarik beberapa kesimpulan dari penelitian ini

sebagai berikut :

1.

Realisasi belanja daerah menurut fungsi pendidikan berpengaruh positif dan
signifikan terhadap IPM Kabupaten/Kota di Indonesia. Hal ini menunjukkan
bahwa pendidikan merupakan investasi yang utama dalam mencapai SDM
yang berkualitas dan berdaya saing tinggi sehingga perlu untuk diprioritaskan
pengalokasian anggaran serta realisasinya.

Realisasi belanja daerah menurut fungsi kesehatan berpengaruh positif dan
signifikan terhadap IPM Kabupaten/Kota di Indonesia. Peningkatan
pelayanan publik dan fasilitas kesehatan serta tenaga medis yang memadai
dapat peneliti maknai sebagai pengaruh positif realisasi belanja fungsi
kesehatan dalam kontribusi terhadap peningkatan kesehatan masyarakat
sehingga akan meningkatkan IPM Kabupaten/Kota di Indonesia.

Realisasi belanja daerah menurut fungsi ekonomi berpengaruh positif dan
signifikan terhadap IPM Kabupaten/Kota di Indonesia. Pengaruh positif ini

berarti bahwa realisasi belanja fungsi ekonomi berkontribusi dalam
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peningkatan perekonomian dan meningkatkan IPM Kabupaten/Kota di
Indonesia.

PDRB atas dasar harga konstan berpengaruh positif dan signifikan terhadap
IPM Kabupaten/Kota di Indonesia. Pengaruh positif ini berarti belanja PDRB
atas dasar harga konstan berkontribusi dan memengaruhi peningkatan IPM

Kabupaten/Kota di Indonesia.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang

memerlukan perbaikan dalam penelitian-penelitian selanjutnya. Keterbatasan

tersebut antara lain:

1.

Pada penelitian ini peneliti hanya meneliti tiga variabel yang ada dalam
belanja daerah menurut fungsi, sedangkan sesuai Permendagri No. 13 Tahun
2006 jumlah belanja daerah menurut fungsi seluruhnya berjumlah 9
(sembilan). Oleh karena itu diharapkan untuk penelitian selanjutnya bisa
menggunakan lebih dari 3 (tiga) belanja daerah menurut fungsi agar dapat
memperoleh hasil yang lebih baik.

Sampel akhir adalah 212 Kabupaten/Kota di Indonesia, dikarenakan pada saat
peneliti mengolah data, data terbaru realisasi belanja menurut fungsi yang
berasal dari website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian
Keuangan adalah realisasi belanja daerah tahun anggaran 2012. Penggunaan
data tahun yang lebih baru dapat memberikan gambaran yang lebih terkini
dari realisasi belanja menurut fungsi.

Pada penelitian ini peneliti hanya meneliti pengaruh realisasi belanja daerah

menurut fungsi pendidikan, realisasi belanja daerah menurut fungsi kesehatan
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dan realisasi belanja daerah menurut fungsi ekonomi secara global dan tidak
menganalisis pengaruh masing-masing Kabupaten/Kota terhadap [PM,
sehingga penelitian selanjutnya diharapkan bisa meneliti secara individu pada

Kabupaten/Kota di Indonesia agar mendapatkan hasil yang lebih baik.

5.3 Implikasi dan Saran Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa implikasi dan saran baik dalam praktik

maupun bagi penelitian yang akan datang, yaitu:

1.

Hasil temuan menunjukkan bahwa konsep New Public Services (NPS) dapat
diaplikasikan dalam penelitian yang menjelaskan pengaruh belanja daerah
terhadap indeks pembangunan manusia.

Pemerintah daerah diharapkan lebih optimal dalam mengupayakan
peningkatan realisasi belanja fungsi pendidikan, kesehatan dan ekonomi agar
bisa benar-benar terserap oleh masyarakat guna meningkatkan IPM daerah
tersebut.

Pemerintah daerah diharapkan mampu untuk melakukan efisiensi anggaran
khususnya bagi anggaran yang fungsinya bukan untuk memenuhi hajat hidup
orang banyak dan bukan untuk memajukan pembangunan daerah. Kemudian
mengoptimalkan anggaran yang berhubungan langsung dengan pelayanan
publik serta melakukan kontrol atau pengendalian dalam penyaluran anggaran
publik tersebut agar benar-benar sampai ke sasaran program dan sasaran

pembangunan.
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